
 

 

 

BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI PATI  

NOMOR  4  TAHUN  2024 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  

PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK 

DAN KELUARGA BERENCANA  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan 

dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering 

mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi 

manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar 

terpenuhi hak-haknya; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak-hak 

setiap orang termasuk perempuan dan anak untuk 

mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan 

yang merendahkan derajat, dan pelanggaran hak asasi 

manusia perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 

Pemerintah Daerah wajib membentuk Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang 

menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan 

Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi; 

d. bahwa . . . 

 

SALINAN 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak dan Keluarga Berencana; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  2014 Nomor 237, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5946); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4419); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Inonesia Nomor 4635); 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4720); 

6. Undang-Undang . . . 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2022 tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6792); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6867); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan  Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas 

dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak; 

12. Peraturan . . . 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Kabupaten Pati Nomor 133); 

13. Peraturan Bupati  Pati Nomor 73 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan  Anak 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 73); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA 

BERENCANA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pati. 

4. Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut 

Urusan Pemerintahan adalah urusan pemerintahan wajib 

dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

5. Dinas . . . 
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5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut 

Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Pati. 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 

dan Anak selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit 

pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang 

berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi 

perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, 

diskriminasi, dan masalah lainnya. 

7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk 

melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara 

langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 

8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan 

kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung 

pelaksanaan tugas organisasi induknya. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD PPA pada Dinas. 

BAB III 

KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Klasifikasi 

Pasal 3 

Klasifikasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

adalah Kelas A. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 4 

(1) Susunan Organisasi UPTD PPA dengan klasifikasi UPTD 

kelas A, terdiri dari: 

a. Kepala UPTD; 

b. Sub Bagian . . . 
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b. Sub Bagian Tata Usaha; dan 

c. kelompok jabatan fungsional. 

(2) Struktur Organisasi UPTD PPA sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS 

Bagian Kesatu  

Kedudukan 

Pasal 5 

(1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

(2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

bagian dari Dinas. 

Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 6 

(1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

mempunyai tugas melaksanakan Tugas Teknis Operasional 

dan/atau Tugas Teknis Penunjang Dinas dalam 

memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak yang 

mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus 

dan masalah lainnya di wilayah Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan: 

a. penerimaan laporan atau penjangkauan korban; 

b. pemberian informasi tentang hak korban; 

c. pemfasilitasian pemberian layanan kesehatan; 

d. pemfasilitasian pemberian layanan penguatan 

psikologis; 

e. pemfasilitasian pemberian layanan psikososial, 

rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi 

sosial; 

f. penyediaan . . . 
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f. penyediaan layanan hukum; 

g. pengidentifikasian kebutuhan pemberdayaan ekonomi; 

h. pengidentifikasian kebutuhan penampungan sementara 

untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi 

segera; 

i. pemfasilitasian kebutuhan korban penyandang 

disabilitas; 

j. pengoordinasian dan kerja sama atas pemenuhan hak 

korban dengan lembaga lainnya; dan 

k. pemantauan pemenuhan hak korban oleh aparatur 

penegak hukum selama proses acara peradilan. 

Bagian Ketiga 

Rincian Tugas 

Pasal 7 

(1) Kepala UPTD PPA mempunyai rincian tugas: 

a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan 

penyelenggaraan layanan di UPTD PPA; 

b. menyusun program kerja UPTD PPA; 

c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; 

d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA; 

e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai 

dalam lingkungan UPTD PPA; 

f. melaksanakan dan mengendalikan administrasi dan 

kegiatan ketatausahaan UPTD PPA; 

g. melaporkan pelaksanaan kinerja sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bentuk 

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA mempunyai rincian 

tugas: 

a. menyiapkan penyusunan rencana program dan 

anggaran; 

b. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan; 

c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan 

ketatausahaan, kearsipan dan perpustakaan; 

d. melaksanakan . . . 
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d. melaksanakan dan mengadministrasikan kegiatan 

kepegawaian; 

e. melaksanakan pengadministrasian, pemeliharaan dan 

pengendalian barang milik daerah dan kegiatan 

kerumahtanggaan; 

f. melaksanakan kegiatan kehumasan; 

g. melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data 

korban; 

h. melaporkan pelaksanaan kinerja sesuai dengan 

prosedur dan peraturan sebagai bentuk akuntabilitas 

kinerja; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

BAB V 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 8 

(1) Kepala UPTD PPA merupakan jabatan eselon IV/a. 

(2) Kepala  Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA merupakan 

jabatan eselon IV/b.  

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan 

fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 

(4) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3) terdapat jabatan pelaksana. 

(5) Ketentuan yang mengatur pengangkatan, mutasi dan 

pemberhentian diatur sesuai ketentuan perundang-

undangan. 

BAB VI   

TATA KERJA 

Pasal 9 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD 

PPA melaporkan dan berkoordinasi dengan Kepala Dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD 

PPA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan 

Fungsional dan pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal 

maupun eksternal. 

(3) Kepala . . . 
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(3) Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan 

harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 

ketentuan peraturan perundang undangan. 

(4) Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan 

bawahan, memberikan bimbingan serta memberikan 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(5) Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab 

pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara 

tepat waktu. 

(6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD PPA dari 

bawahannya dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan 

untuk penyusunan laporan lebih lanjut. 

(7) Dalam penyampaian  laporan  kepada  atasan,  tembusan  

laporan dapat  disampaikan  kepada  satuan  organisasi  

lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(8) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD PPA dapat 

berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak lain yang 

terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10 

Unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi UPTD 

yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap 

melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan 

dilaksanakannya penataan organisasi UPTD PPA berdasarkan 

Peraturan Bupati ini. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Pati. 

 

 

Ditetapkan di Pati  

pada tanggal  16 Januari 2024 

Pj. BUPATI PATI, 

ttd. 

HENGGAR BUDI ANGGORO 

Diundangkan di Pati  

pada tanggal  16 Januari 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

                    ttd. 

 

                JUMANI  

  

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR  4 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI PATI  

NOMOR  4  TAHUN 2024 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN 

ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN 

KELUARGA BERENCANA  

 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  

KELUARGA BERENCANA  

 
 

 

 

Pj BUPATI PATI, 

ttd. 

HENGGAR BUDI ANGGORO 

 

SUB BAGIAN TATA 

USAHA 

KEPALA UPTD 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL  


